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Menimbang

Mengingat

s

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah
mendapatkan  persetujuan  tertulis dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden
Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
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3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
386);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN  TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
yang selanjutnya  disebut Kementerian adalah
kementerian yang menyelenggarakan  suburusan
pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3
(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu
oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau
pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi
jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan
struktural eselon I di lingkungan Kementerian.




Pasal 4
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur
pemimpin Kementerian.

Pasal 5
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan wurusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pendidikan tinggi,

b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan
tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan
tinggi;

d. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi di  perguruan  tinggi dalam = rangka
melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

e. pelaksanaan fasilitasi dosen dan tenaga kependidikan
dan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi, ilmu
pengetahuan, dan teknologi;

f.  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian;

g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian;

h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian,;

1.  pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan

j.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan;

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi;

Inspektorat Jenderal;

Staf Ahli Bidang Regulasi; dan
g. Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan

Tinggi, Sains, dan Teknologi.

(2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8
(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, sumber daya manusia,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f.  koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan
barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Biro Perencanaan dan Kerja Sama,;
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
Biro Hukum; dan
Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan
Barang dan Jasa.
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Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 12
Biro Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro
yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal.




Pasal 13
Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyal tugas
melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran dan penyiapan
pembinaan akuntabilitas kinerja dan-administrasi kerja sama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan,
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian,;

b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan,
dan anggaran Kementerian;

c. pelaksanaan sinkronisasi program pendidikan tinggi,
sains, dan teknologi dalam rangka melaksanakan
tridharma perguruan tinggi;

d. pelaksanaan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja
di lingkungan Kementerian;

e. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian,;

f.  fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
pelaksanaan penyiapan pembinaan kerja sama di bidang
pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam rangka
melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

h. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kerja sama luar
negeri di bidang pendidikan tinggi, dan sains, dan
teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma
perguruan tinggi;

i koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam negeri;

j- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perencanaan dan kerja sama; dan

k. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 15
Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri
atas:
a. Bagian Evaluasi dan Kerja Sama; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 16
Bagian Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan evaluasi program, kegiatan, dan
anggaran Kementerian, pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
kerja sama serta pelaksanaan kerja sama luar negeri.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Bagian Evaluasi dan Kerja Sama menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan pembinaan kerja sama di bidang
pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam rangka
melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
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b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kerja
sama luar negeri di bidang pendidikan tinggi, sains, dan
teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma
perguruan tinggi;

c. penylapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam
negeri,

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan,
dan anggaran serta kerja sama Kementerian; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 18
Susunan organisasi Bagian Evaluasi dan Kerja Sama terdiri
atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan biro.

Bagian Keempat
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 20
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala
Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jenderal.

Pasal 21
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan administrasi
keuangan serta koordinasi dan pengelolaan barang
milik /kekayaan negara.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan pembinaan perbendaharaan di
lingkungan Kementerian;

b. pelaksanaan penyiapan pembinaan pelaksanaan anggaran
di lingkungan Kementerian;

c. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan
Kementerian;

d. pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan
umum di lingkungan Kementerian;

e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan Kementerian,;

f.  pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
serta barang milik/kekayaan negara di lingkungan
Kementerian,

g. pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan barang
milik / kekayaan negara di Kementerian,;
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h. koordinasi dan pengelolaan barang milik/kekayaan
negara di Kementerian;

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan
dan barang milik negara di Kementerian; dan

j.  pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 23
Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
terdiri atas:
a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan barang
milik /kekayaan negara di Kementerian;

b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan barang
milik / kekayaan negara di Kementerian,;

c. pelaksanaan inventarisasi barang milik/kekayaan negara
di lingkungan Kementerian;

d. penyiapan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara
di lingkungan Kementerian,;

e. penyiapan penghapusan barang milik/kekayaan negara di
lingkungan Kementerian;

f.  pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan  barang
milik/kekayaan negara di Kementerian; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 26
Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan biro.

Bagian Kelima
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 28
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh
Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal.




Pasal 29

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana, penyiapan pembinaan dan pengelolaan
sumber daya manusia dan fasilitasi reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan penyiapan pembinaan organisasi,
ketatalaksanaan, pelayanan publik, sumber daya
manusia, dan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian;

pelaksanaan penataan unit organisasi di lingkungan
Kementerian;

pelaksanaan penataan ketatalaksanaan dan pelayanan
publik di lingkungan Kementerian;

koordinasi dan pelaksanaan analisis jabatan di
lingkungan Kementerian,;

penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia
Kementerian;

pelaksanaan urusan pengadaan sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian,;

pelaksanaan urusan formasi dan distribusi sumber daya
manusia di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan pengembangan  jabatan fungsional
Kementerian;

pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia
Kementerian;

penyiapan  bahan  pembinaan  disiplin  pegawai
Kementerian;

pelaksanaan urusan promosi dan mutasi pegawai di
lingkungan Kementerian;

pelaksanaan urusan pemberhentian pegawai di
lingkungan Kementerian;

pelaksanaan urusan pemberian penghargaan pegawai di
lingkungan Kementerian;

pelaksanaan pengelolaan kinerja sumber daya manusia
di lingkungan Kementerian;

pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian;

fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian;
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
organisasi dan tata laksana serta sumber daya manusia,
dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 31

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
terdiri atas:

a.
a8

C.

Bagian Transformasi Organisasi;
Bagian Manajemen Talenta; dan
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.




Pasal 32
Bagian  Transformasi  Organisasi mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, Bagian Transformasi Organisasi menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan pelayanan publik;

b. penylapan bahan penataan pelayanan publik di
lingkungan Kementerian;

c. penylapan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
transformasi organisasi; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 34
Susunan organisasi Bagian Transformasi Organisasi terdiri
atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan biro.

Pasal 36
Bagian Manajemen Talenta mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan manajemen talenta sumber daya manusia.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, Bagian Manajemen Talenta menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penilaian kompetensi dan pemetaan
sumber daya manusia;

b. penyiapan bahan pengembangan talenta;

c. penyiapan bahan pengelolaan sistem karier sumber daya
manusia; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
manajemen talenta.

Pasal 38
Bagian Manajemen Talenta terdiri atas jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana.
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Bagian Keenam
Biro Hukum

Pasal 39
Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 40
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan, koordinasi, dan  penyusunan = peraturan

perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di
lingkungan Kementerian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan  penyiapan  pembinaan = penyusunan
peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum
lainnya;

b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan
perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;

c. pelaksanaan  penyusunan  peraturan  perundang-
undangan dan instrumen hukum lainnya;

d. pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum lainnya;

e. pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di
lingkungan Kementerian;

f.  pelaksanaan advokasi hukum kepada satuan organisasi
dan pegawai di lingkungan Kementerian;

g. koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan
perjanjian kerja sama;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum,;
dan

i.  pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 42
Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas:
a. Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 43
Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penelaahan kasus dan masalah
hukum, penyiapan pelaksanaan advokasi hukum, dan
koordinasi penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian
kerja sama.

Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum
di lingkungan Kementerian;
b. penyiapan bahan pemberian advokasi dan bantuan
hukum kepada satuan organisasi dan pegawai
Kementerian;
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c. penylapan bahan koordinasi dan penyusunan nota
kesepahaman dan perjanjian kerja sama;

d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum,;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi
hukum; dan

f.  pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 45
Susunan organisasi Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 46
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan biro.

Bagian Ketujuh
Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 47
Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang
dan Jasa dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 48
Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan Barang
dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penylapan
pembinaan, koordinasi, dan administrasi ketatausahaan,
kerumahtanggan, kearsipan, hubungan masyarakat serta
pengelolaan barang/jasa Kementerian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Pengadaan

Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan,;

b. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengelolaan
persuratan dan kearsipan di lingkungan Kementerian;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan
Kementerian;

d. pelaksanaan wurusan keprotokolan di lingkungan
Kementerian;

e. pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan informasi,
publikasi, dan hubungan masyarakat;

f.  koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan
hubungan masyarakat;

g. pelaksanaan pemberian layanan informasi dan
kehumasan Kementerian,;

h. pelaksanaan hubungan antar kementerian, lembaga
negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah,
masyarakat, dan media;

i.  pengelolaan perpustakaan Kementerian;
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j. penyiapan pembinaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Kementerian,

k. koordinasi dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Kementerian;

1. fasilitasi pengadaan barang/jasa di lingkungan
Kementerian;

m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum,
hubungan masyarakat, dan pengadaan barang/jasa; dan

n. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 50
Susunan organisasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan
Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan;
b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 51
Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai
tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan urusan
ketatausahaan pimpinan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Kementerian;
pengelolaan Poliklinik Kementerian;
pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan
dan kearsipan di lingkungan Kementerian;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah

tangga dan tata usaha pimpinan; dan
f.  pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

o op

Pasal 53
Susunan Organisasi Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Pimpinan terdiri atas:
a. Subbagian Rumah Tangga;
b. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
Menteri, dan Staf Khusus Menteri;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 54

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
urusan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan,
penggunaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal serta
pengelolaan Poliklinik Kementerian.

(2) Subbagian Tata Usaha Menter1i dan Wakil Menteri
mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan
Menteri dan Wakil Menteri.
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(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
Menteri, dan Staf Khusus Menteri mempunyai tugas
melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal,
Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri.

(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan,
kearsipan, dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 55
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,
pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat,
serta pengelolaan perpustakaan dan urusan keprotokolan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi,
publikasi, dan hubungan masyarakat;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan informasi,
publikasi, dan hubungan masyarakat;

c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Kementerian,;

d. pelaksanaan pemberian layanan informasi dan
kehumasan Kementerian;

e. penyiapan pelaksanaan hubungan antar kementerian,
lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga
nonpemerintah, masyarakat, dan media;

f.  penyiapan koordinasi dan pengelolaan unit layanan
terpadu;

g. pengelolaan perpustakaan Kementerian;
h. penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan keprotokolan
Kementerian; dan
i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan
perpustakaan.
Pasal 57

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 58
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,
pengelolaan, dan fasilitasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 59
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan koordinasi pengadaan
barang/jasa; dan
b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.




